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WIKA Tower II 
Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10 
Jakarta, 13340  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dengan hormat, 
 

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Saham milik PT 
Wijaya Karya Realty (Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk) pada 
PT Hotel Indonesia Group kepada PT Hotel Indonesia Natour seperti yang 
tertuang dalam laporan ini. 

 

Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (KJPP IDR atau Penilai atau Kami) telah memperoleh izin 

usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 

November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-

774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar 

Modal No. STTD.PPB-43/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis 

di Pasar Modal. 

Berdasarkan surat proposal/kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati antara KJPP IDR dengan PT 

Wijaya Karya (Persero) Tbk No. 188.3/IDR/DO.2/Pr-FO/XI/2025 tanggal 14 November 2025 dan 

Perjanjian Pengadaan Jasa No. TP.01.03/A.FIN.00011.F/2025 tanggal 2 Desember 2025, KJPP IDR telah 

melaksanakan Penilaian untuk Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Saham milik PT 

Wijaya Karya Realty (Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk) pada PT Hotel Indonesia 

Group kepada PT Hotel Indonesia Natour seperti yang tertuang dalam laporan ini. 

Latar Belakang 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau Perusahaan atau Pemberi Tugas 

atau WIKA) merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya 

disebut BEI). WIKA memiliki perusahaan terkendali yaitu PT Wijaya Karya Realty (selanjutnya disebut 

WR) dengan kepemilikan 95,10% saham.  

WR memiliki penyertaan sebesar 49,00% saham pada PT Hotel Indonesia Group (selanjutnya disebut 

HIG). Dalam rangka penyehatan dan perbaikan rasio keuangan WR serta merupakan bagian dari 

inisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut KBUMN) / Badan Pengelola 

Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut Danantara) dalam integrasi entitas-

entitas usaha yang beroperasi dalam lini bisnis pariwisata dan perhotelan, WR berencana menjual 

49,00% saham miliknya pada HIG kepada PT Hotel Indonesia Natour (selanjutnya disebut HIN). 

Rencana penjualan saham milik WR (perusahaan terkendali WIKA) pada HIG kepada HIN selanjutnya 

disebut Rencana Transaksi. 
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Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 

melaksanakan transaksi tersebut, terutama Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi 

Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi 

Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk serta menggunakan 

pendapat dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (selanjutnya disebut KJPP IDR atau Penilai 

atau Kami), selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi 

tersebut. 

KJPP IDR telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 

772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya 

disebut OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/20 13 tanggal 27 November 2013 dengan Surat 

Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 

2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.  

Objek Penilaian 

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penjualan saham milik WR (perusahaan terkendali WIKA) 

pada HIG kepada HIN. 

Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WR dengan HIN, dimana WR sebagai penjual yang memiliki 

49,00% saham HIG dan HIN sebagai pembeli 49,00% saham WR pada HIG. 

Maksud dan Tujuan Penilaian 

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran 

(Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi. 

Tanggal Penilaian 

Tanggal penilaian 31 Agustus 2025 ditetapkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir 

pada tanggal 31 Agustus 2025 yang telah reviu oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto dari Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan yang terdaftar di OJK. 

Asumsi dan Kondisi Pembatas 

• Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion. 

• Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam 

proses penilaian. 

• Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. 

• Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan 

pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan. 

• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. 

• Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 

memengaruhi operasional perusahaan. 

• Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir. 

• Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas. 

• Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan. 
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Pendekatan dan Metode 

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah: 

a. Melakukan analisis transaksi. 

b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi. 

c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi. 

d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi. 

e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan. 

Kejadian Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event) 

Sejak tanggal penilaian hingga tanggal penerbitan laporan ini tidak terjadi perubahan yang 

berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian yang dapat 

secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian. 

Bahwa pengungkapan kejadian penting setelah tanggal penilaian jika ada, tidak dimaksudkan untuk 

memengaruhi penentuan nilai pada tanggal penilaian, kecuali dinyatakan didalam asumsi dan asumsi 

khusus. 

  



Pendapat Kewajaran Atas Transaksi 

Hasil analisis atas nilai transaksi penjualan saham milik WR (perusahaan terkendali WIKA) pada HIG 

kepada HIN adalah nilai transaksi diatas dari Nilai Pasarnya, namun masih dalam kisaran wajar. Dengan 

demikian nila i transaksi adalah wajar. 

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan 

pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan 

laba, likuiditas dan solvabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tam bah bagi Perseroan secara 

konsolidasi, dengan demikian sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan 

pemegang saham adalah mendukung inisiasi Danantara dalam integrasi entitas-entitas usaha yang 

beroperasi dalam lini bisnis pariwisata dan perhotelan memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan 

bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham . 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka Kami berpendapat bahwa transaksi 

adalah wajar. 

0, S.I.Kom., S.H., M.M., M.H., MAPPI (Cert.) 
Pemimpin Rekan 
Penilai Praperti/ Aset dan Bisnis 
MAPPI No. : 11-5-03079 
RMK-2017.00547 

NIPP Menkeu No. B -1 .21.00596 
NIPP Menkeu No. P - 1.16.00463 
5TTO OJK No: 5TTO. PPB-43/ PJ-1/ PM. 02/ 2023 
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PERNYATAAN PENILAI 

1. Bahwa penugasan penilaian Pendapat Kewajaran dilakukan atas Rencana Transaksi. 

2. Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini Kami telah bertindak secara independen 

tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, maupun pemegang saham 

Perseroan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan tersebut. Kami juga tidak 

mempunyai kepentingan ataupun keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. 

Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan 

atau kerugian pada pihak mana pun . 

3. Bahwa perhitungan dan analisis dalam pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan 

dengan benar sebagaimana diungkapkan dalam laporan ini. 

4. Bahwa penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku . 

5. Penilai menaati Kode Etik Penilai Indonesia dan penilaian dilakukan sesuai dengan Standar 

Penilaian Indonesia (KEPI & SPI VII -2018) 

6. Bahwa penilaian yang dihasilkan dalam penugasan penilaian professional telah disajikan sebagai 

kesimpulan. 

7. Bahwa lingkup pekerjaan dan data yang dianalisis telah diungkapkan. 

8. Bahwa kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran. 

9. Bahwa kesimpulan penilaian telah sesuai dengan asumsi-asumsi dan kondisi pembatas. 

10. Bahwa data ekonomi dan industri dalam laporan ini diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini 

penilai dapat dipertanggungjawabkan. 

Penilai Publik, 
Adhitya Anindito, S.I.Kom., S.H., M.M., M .H., MAPPI (Cert.) 
MAPPI No.: 11-S-03079 
RMK-2017.00547 

NIPP Menkeu No. B -1 .21 .00596 
NIPP Menkeu No. P -1.16.00463 
STTD OJK No: STTD.PPB-43/ PJ-1/ PM.02/2023 

Reviuer, 
Radithe Pramudito, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (Cert.) 
MAPPI No.: 10-S-02670 
RMK-2017.00316 

Sigit E. Purnomo, S.E . 
MAPPI No.: 19-T-09657 
RMK-2020.03575 

Penilai, 
Ryan Suradireja, S.Ak. 
MAPPI No.: 19-P-09941 
RMK-2021 .03692 

Syafika Firdausha, S.Ak. 
MAPPI No.: 21-T-ll013 
RMK- 2022.04256 
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DEFINISI DAN ISTILAH 
 

Arus Kas Bersih : Jumlah kas yang tersedia setelah terpenuhinya kebutuhan kas untuk kegiatan 

operasional; merupakan arus kas yang tersedia bagi penyedia modal yang terdiri 

dari utang dan ekuitas; dan telah bebas dari kewajiban untuk mempertahankan 

operasi saat ini dan untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan 

Asumsi : Sesuatu yang dianggap akan terjadi termasuk fakta, syarat, atau keadaan yang 

mungkin dapat mempengaruhi objek Penilaian atau pendekatan penilaian dan 

kewajarannya telah dianalisis oleh Penilai Bisnis sebagai bagian dari proses 

Penilaian 

BEI : Bursa Efek Indonesia 

Business Interest : Kepemilikan dalam perusahaan yang meliputi penyertaan dalam perusahaan, 

surat berharga, aset keuangan lainnya, dan aset tak berwujud 

Dasar Penilaian : Suatu penjelasan dan/atau pendefinisian tentang jenis Nilai yang sedang diteliti 

berdasarkan kriteria tertentu 

Diskon Likuiditas Pasar : Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu 

ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya likuiditas objek Penilaian 

Diskon Tanpa 

Pengendalian 

: Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan pengurang dari Nilai suatu 

ekuitas sebagai cerminan dari kurangnya tingkat pengendalian atas objek Penilaian 

Faktor Kapitalisasi : Semua jenis rasio yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi suatu 

Nilai 

Holding Company  : Suatu perusahaan yang sebagian besar pendapatannya atau seluruhnya berasal 

dari penyertaan pada perusahaan lain 

KAP : Kantor Akuntan Publik 

KJPP IDR : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan 

Kapitalisasi : Pengkonversian arus kas bersih atau penghasilan bersih lain, baik yang bersifat 

aktual maupun perkiraan, selama periode tertentu yang ekuivalen dengan Nilai 

aset pada suatu tanggal tertentu atau pengakuan atas suatu pengeluaran modal 

Kelangsungan Usaha : Suatu kondisi yang mencerminkan usaha yang sedang beroperasi atau dalam 

konstruksi, atau suatu premis dalam Penilaian, dimana Penilai Bisnis menganggap 

suatu perusahaan akan terus melanjutkan operasinya secara berkelanjutan 

KEPI : Kode Etik Penilai Indonesia 

Laporan Penilaian Bisnis : laporan tertulis yang dibuat oleh Penilai Bisnis yang memuat pendapat Penilai 

Bisnis mengenai objek Penilaian serta menyajikan informasi tentang proses 

Penilaian 

Metode Kapitalisasi 

Pendapatan 

: Metode Penilaian yang mendasarkan pada suatu pendapatan yang dianggap 

mewakili kemampuan di masa mendatang dari suatu perusahaan atau Business 

Interest yang dinilai, dibagi dengan suatu tingkat kapitalisasi atau dikali dengan 

Faktor Kapitalisasi, sehingga menjadi suatu indikasi Nilai dari perusahaan atau 

Business Interest 

Metode Penilaian : Suatu cara atau rangkaian cara tertentu dalam melakukan Penilaian 

Modal Investasi : Jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pada suatu perusahaan 
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Nilai : Perkiraan harga yang diinginkan oleh penjual dan/atau pembeli atas suatu barang 

atau jasa dan merupakan jumlah manfaat ekonomi berdasarkan nilai pasar yang 

akan diperoleh dari objek Penilaian pada tanggal Penilaian 

Nilai Aset Bersih : Total nilai pasar aset dikurangi total nilai pasar liabilitas 

Nilai Buku : Hasil kapitalisasi atas biaya perolehan aset, dikurangi akumulasi depresiasi, 

deplesi, amortisasi atau penurunan nilai sebagaimana yang tercatat dalam laporan 

keuangan atau selisih antara total aset dikurangi dengan total liabilitas dari 

perusahaan sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan 

Nilai Pasar (OJK) : Estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau 

liabilitas pada Tanggal Penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan 

penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang 

pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua Pihak masing–masing 

bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa 

paksaan 

Nilai Pasar (SPI) : Estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu 

aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli 

dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang 

pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing 

bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa 

paksaan (SPI 101 Edisi VII-2018 angka 3.1). 

Nilai Terminal : Nilai dari jumlah arus kas untuk periode setelah periode waktu tetap, dimana arus 

kas yang diterapkan dapat menggunakan model ekuitas atau Modal Investasi 

OJK : Otoritas Jasa Keuangan 

Pendapat Kewajaran : Suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa 

suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau tidak wajar 

Pendapat Kewajaran 

atas Transaksi Pinjam-

Meminjam Dana 

dan/atau Penjaminan 

: Suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Bisnis untuk menyatakan bahwa 

transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan adalah wajar atau tidak 

wajar 

Pendekatan Aset : Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang 

telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai 

Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis 

Pendekatan Pasar : Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek 

lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau 

penawaran 

Pendekatan Pendapatan : Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau 

pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat 

diskonto tertentu 

Pendekatan Penilaian : Suatu cara untuk memperkirakan Nilai dengan menggunakan satu atau lebih 

metode penilaian 

Penilai : Orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan Penilaian di 

pasar modal 
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Penilai Bisnis : Penilai yang melakukan kegiatan penilaian bisnis sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di 

pasar modal 

Penilai Properti : Penilai yang melakukan kegiatan Penilaian properti sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai yang melakukan kegiatan di 

pasar modal 

Penilaian : Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek 

penilaian 

Penilaian Bisnis : Proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas objek Penilaian Bisnis 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilai 

yang melakukan kegiatan di pasar modal 

Penugasan Penilaian 

Profesional 

: Penugasan yang diterima oleh Penilai dari pemberi penugasan untuk melakukan 

Penilaian atas objek, tujuan Penilaian, dan tanggal tertentu dimana Penilai 

mendasarkan opininya, yang disajikan dalam laporan Penilaian 

Pihak : Orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang 

terorganisasi 

Premi Pengendalian : Suatu jumlah atau persentase tertentu yang merupakan penambah dari Nilai suatu 

ekuitas sebagai cerminan dari tingkat pengendalian atas objek Penilaian 

Premis Nilai : Asumsi Nilai yang berhubungan dengan suatu kondisi transaksi yang dapat 

digunakan pada objek Penilaian 

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham 

SPI : Standar Penilaian Indonesia 

Studi Kelayakan Bisnis : Suatu Penugasan Penilaian Profesional yang diberikan oleh Penilai Bisnis berupa 

pendapat untuk menyatakan kelayakan suatu usaha atau proyek 

Tanggal Laporan 

Penilaian Bisnis 

: Tanggal ditandatanganinya Laporan Penilaian Bisnis oleh Penilai Bisnis 

Tanggal Penilaian 

adalah  

: Tanggal pada saat Nilai, hasil Penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi 

dinyatakan 

Tenaga Ahli : Orang yang mempunyai keahlian dan kualifikasi pada suatu bidang tertentu di luar 

ruang lingkup kegiatan Penilaian dan tidak bekerja pada kantor jasa Penilai publik 

Tingkat Diskonto : Suatu Tingkat Imbal Balik untuk mengkonversikan nilai di masa depan ke nilai 

sekarang yang mencerminkan nilai waktu dari uang dan ketidakpastian atas 

terealisasinya pendapatan ekonomi 

Tingkat Imbal Balik : Jumlah laba atau rugi dan/atau perubahan nilai yang direalisasikan atau 

diharapkan dari suatu investasi yang dinyatakan dalam persentase 

Tingkat Kapitalisasi : Jumlah pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi Nilai 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau Perusahaan atau Pemberi 

Tugas atau WIKA) merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(selanjutnya disebut BEI). WIKA memiliki perusahaan terkendali yaitu PT Wijaya Karya Realty 

(selanjutnya disebut WR) dengan kepemilikan 95,10% saham.  

WR memiliki penyertaan sebesar 49,00% saham pada PT Hotel Indonesia Group (selanjutnya 

disebut HIG). Dalam rangka penyehatan dan perbaikan rasio keuangan WR serta merupakan 

bagian dari inisiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut KBUMN) / 

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (selanjutnya disebut Danantara) dalam 

integrasi entitas-entitas usaha yang beroperasi dalam lini bisnis pariwisata dan perhotelan, WR 

berencana menjual 49,00% saham miliknya pada HIG kepada PT Hotel Indonesia Natour 

(selanjutnya disebut HIN). Rencana penjualan saham milik WR (perusahaan terkendali WIKA) 

pada HIG kepada HIN selanjutnya disebut Rencana Transaksi. 

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan wajib menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

untuk melaksanakan transaksi tersebut, terutama Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 

tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 

Sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk serta 

menggunakan pendapat dari Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan (selanjutnya disebut 

KJPP IDR atau Penilai atau Kami), selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat 

kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut. 

KJPP IDR telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya 

No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

(selanjutnya disebut OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/20 13 tanggal 27 November 2013 

dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-43/PJ-

1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal. 

1.2. Identitas Pemberi Tugas 

Nama Pemberi Tugas :    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  

Bidang Usaha : Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa  

     keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi  

     terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan  

     perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan    

     kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering  

     procurement construction, pengembangan dan pengelolaan    

     kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa  

     konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan  

     perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang  

     prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan  

     barang dan/ atau jasa 

Alamat Kantor :    WIKA Tower II Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta, 13340 

No. Telepon/Faksimile :    021 – 8067 9200 
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E-mail :    adwijaya@wika.co.id 

Situs Web :    www.wika.co.id  

1.3. Objek Penilaian 

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penjualan saham milik WR (perusahaan terkendali 

WIKA) pada HIG kepada HIN.  

1.4. Maksud dan Tujuan Penilaian 

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat 

kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan transaksi. 

1.5. Tanggal Penilaian 

Tanggal penilaian 31 Agustus 2025 ditetapkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang 

berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 yang telah reviu oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto dari 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan yang terdaftar di OJK. 

1.6. Ruang Lingkup Penilaian 

Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh 

Penilai Usaha untuk menyatakan bahwa suatu transaksi yang akan dilakukan adalah wajar atau 

tidak wajar. Ruang lingkup penilaian, antara lain: 

a. Identifikasi masalah (identifikasi asumsi dan kondisi pembatas, tujuan dan objek penilaian, 
definisi penilaian dan tanggal penilaian), 

b. Pengumpulan data, 
c. Analisis data, 
d. Estimasi nilai sesuai dengan dasar nilai dan premis nilai yang digunakan dengan 

menggunakan pendekatan penilaian, 
e. Penulisan laporan. 

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian 

dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, pemberian pendapat kewajaran setelah 

dilakukan analisis atas: 

a. Nilai dari objek yang ditransaksikan. 
b. Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang 

saham. 
c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana 

Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham. 

Sifat Rencana Transaksi terkait dengan ada atau tidak adanya hubungan antara pihak-pihak yang 

bertransaksi diatur sesuai dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi 

dan Transaksi Benturan Kepentingan dan nilai materialitas Rencana Transaksi diatur sesuai 

dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha.  

Sehubungan dengan peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan penunjukan KJPP IDR 

untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi, maka ruang lingkup pendapat 

kewajaran berdasarkan pada analisis atas kewajaran dari Rencana Transaksi tersebut. 

1.7. Pendekatan dan Metode 

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah: 

a. Melakukan analisis transaksi. 

b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi. 
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c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi. 

d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi. 

e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan. 

1.8. Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WR dengan HIN, dimana WR sebagai penjual yang 

memiliki 49,00% saham HIG dan HIN sebagai pembeli 49,00% saham WR pada HIG. 

1.9. Pernyataan Independensi dan Tidak Adanya Benturan Kepentingan 

1. Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini Kami tidak ada benturan 

kepentingan dengan Perseroan maupun pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dan 

transaksi yang akan dilakukan Perseroan. 

2. Dalam mempersiapkan laporan pendapat kewajaran ini Kami telah bertindak secara 

independen tanpa adanya konflik dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, maupun pemegang 

saham Perseroan ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan tersebut. Kami juga 

tidak mempunyai kepentingan ataupun keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan 

ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan 

keuntungan atau kerugian pada pihak manapun.  

3. Tidak ada satupun dari pemilik ataupun pegawai Kami yang memiliki kepentingan dalam 

bentuk apapun yang dapat menghalangi Kami untuk melakukan penilaian secara 

independen terhadap pendapat kewajaran ini. Kompensasi dan honorarium Kami tidak 

bergantung kepada kejadian maupun kesimpulan yang diambil oleh Perseroan sebagai 

akibat dari laporan Kami ini. 

1.10. Uraian Mengenai Penilai Usaha Dan/Atau Penilai Properti Serta Hasil Penilaian Oleh Penilai 

Usaha Dan/Atau Penilai Properti Yang Menjadi Dasar Dalam Pemberian Pendapat Kewajaran 

Atas Rencana Transaksi 

Dalam pendapat kewajaran ini Kami menggunakan hasil penilaian dari Penilai Usaha yang telah 

melakukan penilaian terhadap objek transaksi. Objek transaksi adalah 49,00% saham milik WR 

pada HIG. 

Berdasarkan Laporan Penilaian Saham milik WR pada HIG No. 00230/2.0118-

00/BS/03/0596/1/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025 yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar 

dan Rekan, menyatakan bahwa Nilai Pasar 1.470 saham atau 49,00% saham milik WR pada HIG 

per 31 Agustus 2025 adalah Rp 7.700.000.000,- atau untuk setiap saham adalah Rp 5.238.095,- 

1.11. Sumber Data 

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, Kami telah menelaah, mempertimbangkan, 

mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain sebagai berikut: 

a) Copy legalitas dan perizinan WIKA. 

b) Copy legalitas dan perizinan WR. 

c) Copy legalitas dan perizinan HIN. 

d) Copy legalitas dan perizinan HIG. 

e) Laporan keuangan WIKA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 yang 

telah direviu oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto dari KAP Slamet Riyanto, Aryanto & 

Rekan. 
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f) Laporan keuangan WIKA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Eishennoraz dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 

Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. 

g) Laporan keuangan WIKA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benny Andria dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 

Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. 

h) Laporan keuangan WIKA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benny Andria dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 

Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. 

i) Laporan keuangan WIKA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benny Andria dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 

Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. 

j) Laporan keuangan WIKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 

yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Rudi Hartono Purba dari KAP Amir Abadi Jusuf, 

Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar, dalam semua hal yang material. 

k) Laporan keuangan proforma WIKA per 31 Agustus 2025 sebelum dan setelah transaksi dari 

manajemen Perseroan. 

l) Laporan Penilaian milik WR pada HIG No. 00230/2.0118-00/BS/03/0596/1/XII/2025 

tanggal 29 Desember 2025 yang diterbitkan oleh KJPP Iskandar dan Rekan. 

m) Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Harga No. HK.02.03/A.DIR.5408/WIRA/2025 tanggal 

29 Desember 2025 antara WR dengan HIN. 

n) Proyeksi keuangan dari manajemen Perseroan. 

o) Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan mengenai alasan, latar belakang, 

dan hal-hal lain yang terkait dengan Transaksi. 

1.12. Informasi Mengenai Identitas Dan Jabatan Pihak-Pihak Yang Telah Diwawancarai Dan 

Hubungannya Dengan Objek Penilaian 

Kami telah melakukan diskusi dan wawancara dengan manajemen Perseroan pada tanggal 17 

November 2025 – 7 Januari 2026. Identitas yang Kami wawancarai adalah Bapak Farid Nur Aidy 

sebagai Senior Vice President Finance Division WIKA. 

1.13. Asumsi dan Kondisi Pembatas 

a. Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion. 

b. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan 

dalam proses penilaian. 

c. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. 

d. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang 

mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan 

kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi 

keuangan. 

e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan. 

f. Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang 

dapat memengaruhi operasional perusahaan. 

g. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir. 

h. Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas. 
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i. KJPP IDR mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan 

terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara 

material terhadap Rencana Transaksi. 

j. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari 

analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat 

menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat 

tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak 

dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. 

k. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan 

perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada 

tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap 

Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas. 

l. KJPP IDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi 

pendapatnya karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. 

m. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam 

menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi 

dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat 

kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP IDR 

tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun 

data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan 

dengan demikian KJPP IDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab 

terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut. 

n. Sebagai dasar bagi KJPP IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat 

Kewajaran atas Rencana Transaksi, KJPP IDR menggunakan data-data sebagaimana 

tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan 

pertimbangan. 

o. Segala perubahan terhadap data-data tersebut di atas dapat memengaruhi hasil penilaian 

KJPP IDR secara material. Oleh karena itu, KJPP IDR tidak dapat menerima tanggung jawab 

atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data 

tersebut. 

p. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang 

pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang stakeholders 

lain serta aspek-aspek lainnya. 

q. KJPP IDR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan laporan pendapat kewajaran ini 

sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan yang sangat 

berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan 

pendapat kewajaran. 

r. Dengan ini KJPP IDR menyatakan bahwa penugasan KJPP IDR tidak termasuk menganalisis 

transaksi-transaksi di luar Rencana Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta 

pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi. 

s. KJPP IDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari segi hukum 

dan implikasi aspek perpajakan dari Rencana Transaksi tersebut. 

t. Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan 

ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada 

perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Rencana Transaksi. 



 

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PT Wijaya Karya Realty (Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk) I-6 

Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing 

perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi 

umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan 

ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan 

tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini mungkin berbeda. 

u. Pendapat Kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi 

dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain maupun pihak lain. 

v. Pendapat Kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu 

atas Rencana Transaksi tersebut. 

w. KJPP IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management 

representation letter) atas penugasan KJPP IDR untuk mempersiapkan laporan pendapat 

kewajaran, bahwa Perseroan telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan 

berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan 

tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan. 

x. Data dan informasi yang diterima Penilai dari Pemberi Tugas diasumsikan benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan, antara lain termasuk penunjukan letak lokasi tempat, spesifikasi 

jenis dan jumlah aset objek penilaian dan apabila data dan informasi tersebut tidak benar 

maka Pemberi Tugas membebaskan Penilai dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang 

tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut. 

y. Informasi yang telah diberikan pihak lain kepada Penilai seperti yang telah disebutkan 

dalam laporan penilaian dianggap layak dan dipercaya, tetapi Penilai tidak 

bertanggungjawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan 

hal yang sesungguhnya. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi 

tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Tugas. 

z. Adalah bukan tugas Penilai untuk melakukan uji tuntas (due diligence) dari aspek hukum 

atas catatan publik serta catatan kepemilikan. 

aa. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas dari laporan penilaian yang dibuat terpisah sebagai 

satu kesatuan dari laporan ini akan dituangkan di dalam laporan penilaian yang dibuat 

terpisah tersebut. 

bb. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan asli/basah Pemimpin Rekan/Rekan 

dan stempel/seal perusahaan KJPP Iskandar dan Rekan serta tidak dapat 

dipertanggungjawabkan bilamana Pemberi Tugas tidak melunasi imbalan jasa atas 

pekerjaan penilaian ini. 

cc. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

(integral) dari laporan ini. 

1.14. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian (Subsequent Event) 

Sejak tanggal penilaian hingga tanggal penerbitan laporan ini tidak terjadi perubahan yang 

berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian yang 

dapat secara signifikan mempengaruhi hasil penilaian. 

Bahwa pengungkapan kejadian penting setelah tanggal penilaian jika ada, tidak dimaksudkan 

untuk memengaruhi penentuan nilai pada tanggal penilaian, kecuali dinyatakan didalam asumsi 

dan asumsi khusus. 
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BAB II 
ANALISIS TRANSAKSI 

 

2.1. Analisis Pengaruh Transaksi Terhadap Keuangan Perseroan 

Berdasarkan proforma posisi keuangan dan proyeksi keuangan, dengan dilakukannya transaksi 

likuiditas Perseroan yang diukur dengan current ratio dan solvabilitas Perseroan yang diukur 

dengan debt to equity ratio dan debt to asset ratio mengalami peningkatan. 

2.2. Analisis likuiditas Dari Transaksi 

Berdasarkan analisis proforma posisi keuangan dan proyeksi keuangan Perseroan dengan 

dilakukannya transaksi likuiditas Perseroan mengalami peningkatan. 

2.3. Nilai Transaksi 

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Harga antara WR dengan HIN tanggal 29 

Desember 2025 harga jual beli 1.470 saham atau 49,00% saham milik WR pada HIG sebesar                       

Rp 7.800.000.000,-. Dengan demikian nilai transaksi adalah sebesar Rp 7.800.000.000,-.  

2.4. Materialitas Nilai Transaksi 

Berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi 

sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka. 

Dalam hal perusahaan terbuka memiliki ekuitas negatif transaksi dikategorikan sebagai 

transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset perusahaan 

terbuka. 

Perusahaan terbuka yang akan melakukan transaksi material wajib terlebih dahulu memperoleh 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal: 

1. Transaksi material lebih dari 50% terhadap ekuitas atau aset atau laba bersih atau 

pendapatan usaha Perseroan. 

2. Transaksi material lebih dari 25% terhadap aset Perseroan apabila ekuitas Perseroan 

negatif. 

3. Laporan Penilai menyatakan bahwa transaksi material yang akan dilakukan tidak wajar. 

Berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 

Kegiatan Usaha, transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen 

operasi dikategorikan sebagai transaksi material dalam hal: 

a. Nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas perusahaan terbuka; 

b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset perusahaan terbuka nilainya sama 

dengan atau lebih dari 20%; 

c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih perusahaan terbuka nilainya sama 

dengan atau lebih dari 20%; atau 

d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha perusahaan terbuka 

nilainya sama dengan atau lebih dari 20%. 
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Nilai transaksi atas Rencana Transaksi adalah sebesar Rp 7.800.000.000,- dan ekuitas Perseroan 

berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto dari KAP 

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 

11.871.419.792.000,-, dengan demikian materialitas nilai transaksi 0,07% dari ekuitas 

Perseroan. 

Dari uraian tersebut diatas, Rencana Transaksi tidak termasuk transaksi material dan tidak 

memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 

2.5. Hubungan Antara Pihak-Pihak Yang Bertransaksi 

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah WR dengan HIN, dimana WR sebagai penjual yang 

memiliki 49,00% saham HIG dan HIN sebagai pembeli 49,00% saham WR pada HIG. 

Hubungan Kepemilikan Saham 

  
Keterangan 
RI  : Pemerintah Republik Indonesia 
WIKA : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk  
WR : PT Wijaya Karya Realty 
HIN : PT Hotel Indonesia Natour 
HIG  : PT Hotel Indonesia Group 

Berdasarkan analisis hubungan kepemilikan saham, terdapat hubungan kepemilikan saham 

antara WR dengan HIN yaitu RI sebagai pemegang saham tidak langsung WR melalui WIKA juga 

merupakan pemegang saham HIN. Dengan demikian antara WR dengan HIN terdapat hubungan 

kepemilikan. 

Hubungan Kepengurusan 
Hubungan kepengurusan antara WIKA, WR dan HIN adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
KU : Komisaris Utama 
K : Komisaris 
KI  : Komisaris Independen 
DU : Direktur Utama 
D : Direktur 

Berdasarkan analisis hubungan kepengurusan, tidak terdapat hubungan kepengurusan antara 

WIKA, WR dan HIN. 

Dengan demikian Rencana Transaksi termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan OJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan 

Kepentingan. 

Uraian mengenai ada atau tidak adanya benturan kepentingan atas transaksi yang akan 

dilakukan Perseroan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan. 

2.6. Analisis Perjanjian Dan Persyaratan Yang Telah Disepakati 

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Kesepakatan Harga antara WR, HIN tanggal 29 Desember 

2025 (selanjutnya disebut draft), hal-hal pokok dalam draft tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Jumlah saham yang dijual adalah seluruh saham milik WR pada HIG sebanyak 1.470 saham 

atau mewakili 49,00% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor secara penuh dalam HIG. 

b) Harga jual beli yang disepakati WR dan HIN adalah Rp 7.800.000.000,-. 

Dengan demikian susunan pemegang saham HIG sebelum dan setelah transaksi dengan asumsi 

efektif per 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut: 

Nama WIKA WR HIN

Jarot Widyoko KU

Firdaus Ali K

Harris Arthur Hedar KI

Adityawarman KI

Suryo Hapsoro Tri Utomo KI

Rusmanto KI

Sumadi D

Hadjar Seti Adji D

Fafan Khoirul Fanani D

Hananto Aji D

Andie Hermawan KU

Edi Mulia K

David Herson Tonius KI

Mangapul Silalahi KI

Fery Safaria PD

Yoppi Priatmoko D

Adhi Priyanto Putro D

Bonny Anang Dwijanto KU & KI

Nanang Hadiyanto KI

Riska Natalia Dewi KI

Ichsan Soelistio KI

Haryo Indratno K

Christine Hutabarat DU

Putri Eka Sukmawati D

Peter Alexander Fritz D

Eppy Dhanianto Wibowo D
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Dokumen transaksi yang ada masih berupa draft, pihak-pihak yang bertransaksi belum memiliki 

perjanjian dan persyaratan tertulis yang telah disepakati dan mengikat. 

2.7. Analisis Manfaat Dan Risiko Dari Transaksi 

Manfaat transaksi adalah sebagai berikut: 

• Dengan dilakukannya transaksi, WR akan menerima kas atas penjualan saham HIG yang 

akan meningkatkan likuiditas Perseroan secara konsolidasi. 

Risiko transaksi adalah sebagai berikut: 

• Dengan dilakukannya transaksi, Perseroan secara konsolidasi berpotensi kehilangan 

kontribusi peningkatan kinerja keuangan jika HIG dimasa mendatang dapat beroperasi 

secara optimal dan menghasilkan laba. 

PT HOTEL INDONESIA GROUP

Sebelum dilakukannya transaksi

Persentase Jumlah

(%) (Rp)

1 PT Hotel Indonesia Natour 1.530                 51,00% 1.530.000.000      

2 PT Wijaya Karya Realty 1.470                 49,00% 1.470.000.000      

Jumlah 3.000                 100,00% 3.000.000.000      

No. Pemegang Saham
Jumlah Saham

(Lembar)

PT HOTEL INDONESIA GROUP

Setelah dilakukannya transaksi

Persentase Jumlah

(%) (Rp)

1 PT Hotel Indonesia Natour 3.000                 100,00% 3.000.000.000      

Jumlah 3.000                 100,00% 3.000.000.000      

No. Pemegang Saham
Jumlah Saham

(Lembar)
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BAB III 
ANALISIS KUALITATIF 

 

3.1. Riwayat Singkat Perusahaan Dan Kegiatan Usaha 

Perseroan 

a) Riwayat Singkat  

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 64 tahun 1961.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1971, status Perusahaan berubah dari 

Perusahaan Negara menjadi Perusahaan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT 

Wijaya Karya (Persero) berdasarkan Akta Perusahaan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 

1972 dari Dian Paramita Tamzil, pengganti Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan 

perubahan naskah pendirian Perseroan Terbatas dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta 

berdasarkan Akta No. 106 tanggal 17 April 1973. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 1973 dengan Surat Keputusan No. 

Y.A.5/165/14 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 

September 1973, tambahan Berita Negara No. 683.  

Anggaran Dasar WIKA telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah 

dengan Akta No. 7 tanggal 17 Januari 2024 dan Akta No. 37 tanggal 24 Juni 2024 dibuat di 

hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tentang peningkatan modal dasar dan modal 

ditempatkan dan disetor. 

b) Kegiatan Usaha 

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar WIKA, maksud dan tujuan WIKA adalah berusaha 

dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro 

industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan 

perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, 

perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan 

kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, 

jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan 

sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. 

c) Susunan Pemegang Saham 

Susunan Pemegang saham WIKA berdasarkan laporan keuangan reviu periode 31 Agustus 

2025 adalah sebagai berikut: 

 

 

Jumlah Saham Persentase Jumlah

(Lembar) (%) (Rp.000)

1 Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) 1                             0,00% 0                               

2 Saham Biasa (Seri B) Pemerintah Republik Indonesia 36.291.702.781    91,02% 3.629.170.278        

3 Agung Budi Waskito (Dirut) 1.434.200              0,00% 143.420                   

4 Hananto Aji 1.269.000              0,00% 126.900                   

5 Harum Akhmad Zuhdi 1.269.000              0,00% 126.900                   

6 Hadjar Seti Adji 510.000                 0,00% 51.000                     

7 Sumadi 850.000                 0,00% 85.000                     

8 Masyarakat 3.576.028.878      8,97% 357.602.888           

Jumlah 39.873.063.860   100,00% 3.987.306.386       

No. Pemegang Saham
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d) Susunan Pengurus 

Susunan pengurus WIKA berdasarkan laporan keuangan reviu periode 31 Agustus 2025 

adalah sebagai berikut: 

 

PT Wijaya Karya Realty (WR) 

a) Riwayat Singkat  

PT Wijaya Karya Realty didirikan tanggal 20 Januari 2000 berdasarkan Akta Notaris Imas 

Fatimah, S.H., No. 17, yang telah diubah dengan Akta No. 19 tanggal 20 April 2000 dari 

Notaris Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, 

yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan 

Surat Keputusan No. C-20856 HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Desember 2000, yang telah 

didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan dengan TDP. 09.04.1.68.15594 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta 

Timur No. 986/BH.09.04/XII/2000 tanggal 20 Desember 2000, serta telah diumumkan dalam 

Tambahan No. 1682, Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 16 Maret 2001. 

Anggaran Dasar WR telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir dengan Akta 

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wijaya Karya Realty No. 83 tanggal 

27 Desember 2022, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang 

telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wijaya 

Karya Realty dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat 

Keputusan No. AHU-0129961.AH.01.02. Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022. 

Atas perubahan susunan pemegang saham WR terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta 

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum PT Wijaya Karya Realty No. 20 

tanggal 19 Desember 2024, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi. S.H., M.Kn, Notaris 

Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 

dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09- 0290785 tanggal 19 

Desember 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wijaya 

Karya Realty.  

b) Kegiatan Usaha 

Maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar WR adalah realti, properti 

dan jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jarot Widyoko

Komisaris : Firdaus Ali

Komisaris Independen : Harris Arthur Hedar

Komisaris Independen : Adityawarman

Komisaris Independen : Suryo Hapsoro Tri Utomo

Komisaris Independen : Rusmanto

Direksi

Direktur Utama : Agung Budi Waskito

Direktur Keuangan : Sumadi

Direktur Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan Transformasi
: Hadjar Seti Adji

Direktur Manajemen Risiko dan Legal : Fafan Khoirul Fanani

Direktur Operasi : Hananto Aji
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c) Susunan Pemegang Saham 

Susunan Pemegang saham WR adalah sebagai berikut: 

  

d) Susunan Pengurus 

Susunan pengurus WR adalah sebagai berikut: 

 

PT Hotel Indonesia Natour (HIN) 

a) Riwayat Singkat  

Anggaran Dasar HIN telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir 

berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H., M.H. No. 40 tertanggal 30 Juni 2025 

tentang perubahan Anggaran Dasar serta susunan pengurus dan telah mendapatkan 

persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-

AH.01.09-0309568 tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025. 

b) Kegiatan Usaha 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar HIN, maksud dan tujuan HIN adalah melakukan usaha 

dibidang industri jasa perhotelan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk 

mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai HIN dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

c) Susunan Pemegang Saham 

Susunan Pemegang saham HIN berdasarkan Akta No. 49 tanggal 26 Februari 2025 adalah 

sebagai berikut: 

 

d) Susunan Pengurus 

Susunan pengurus HIN berdasarkan Akta No. 40 tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut: 

Persentase Jumlah

(%) (Rp)

1 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 69.782.299.624 95,09% 6.978.229.962.400 

2 Koperasi Karya Mitra Satya 2.013.658.609   2,74% 201.365.860.900    

3 PT Aero Wisata 1.537.411.113   2,09% 153.741.111.300    

4 Yayasan Wijaya Karya 54.022.524        0,07% 5.402.252.400        

Jumlah 73.387.391.870 100,00% 7.338.739.187.000 

No. Pemegang Saham
Jumlah Saham

(Lembar)

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andie Hermawan

Komisaris : Edi Mulia

Komisaris Independen : David Herson Tonius

Komisaris Independen : Mangapul Silalahi

Direksi

President Director : Fery Safaria

Director of Finance, Human Capital, and Risk Management : Yoppi Priatmoko

Director of Development and Marketing : Adhi Priyanto Putro

Persentase Jumlah

(%) (Rp)

1 Pemerintah Republik Indonesia 

(Seri A Dwiwarna)
1                   0,0004% 1.000.000            

2 PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)

(Seri B) 
243.809         99,9996% 243.809.000.000  

Jumlah 243.810         100,00% 243.810.000.000  

No. Pemegang Saham
Jumlah Saham

(Lembar)



 

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi PT Wijaya Karya Realty (Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk)  III-4 

 

3.2. Analisis Industri dan Lingkungan 

3.2.1. Tinjauan Makro Ekonomi 

PDB Menurut Lapangan Usaha 

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2025 Terhadap Triwulan II-2025 (Q-to-Q) 

Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 dibanding triwulan II-2025 (q-to-q) tumbuh sebesar 1,43%. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,42%; 

diikuti oleh Konstruksi sebesar 5,28%; serta Industri Pengolahan sebesar 4,09%. Sementara itu, 

beberapa lapangan usaha yang mengalami kontraksi diantaranya Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,15% serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 

4,13%. 

 
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (Q-to-Q) (%), 

Triwulan III-2024, Triwulan II-2025, dan Triwulan III-2025 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan III-2025 tidak 

menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan 

Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,15%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 

sebesar 14,35%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 

13,19%; Konstruksi sebesar 9,82%; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,51%. Peranan 

kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,02 %. 

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2025 Terhadap Triwulan III-2024 (Y-on-Y) 

Ekonomi Indonesia triwulan III-2025 terhadap triwulan III-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,04%. 

Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan 

Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,98%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah 

Jasa Pendidikan sebesar 10,59%; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 9,94%. Sementara itu, 

Dewan Komisaris

Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bonny Anang Dwijanto

Komisaris Independen : Nanang Hadiyanto

Komisaris Independen : Riska Natalia Dewi

Komisaris Independen : Ichsan Soelistio

Komisaris : Haryo Indratno

Direksi

Direktur Utama & Plt. Direktur Komersil : Christine Hutabarat

Direktur Pengembangan Usaha : Putri Eka Sukmawati

Direktur Operasi : Peter Alexander Fritz

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Eppy Dhanianto Wibowo


